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A. PENDAHULUAN 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditunjukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan 

lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat 

kabupaten/kota. 

Audit Internal atau Pengawasan intern menurut Standar Audit Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (APIP) adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 

pemantauan/monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, 

sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam 

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.  

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam rangka 

membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian 

jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai 

standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, 

manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengatur bahwa 

pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh pejabat yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang telah memenuhi syarat kompetensi 

keahlian sebagai auditor. Hal tersebut selaras dengan komitmen pemerintah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 

yang dituangkan dalam Undang‐Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi 

pada hasil merupakan tuntutan era reformasi birokrasi saat ini. Upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean 

government) harus didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai, serta 

pengawasan yang efektif dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, peran Inspektorat Daerah 

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting. 
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP memiliki fungsi untuk melakukan 

pengawasan intern, termasuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan  

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berbagai 

regulasi tersebut memberikan landasan yuridis bahwa reviu merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan intern. Hasil reviu 

menjadi bahan penting dalam memperkuat akuntabilitas laporan pemerintah daerah, baik 

dari sisi keuangan, kinerja, maupun perencanaan pembangunan. 

 

B. REVIU 

1. Definisi 

Di dalam modul Audit Intern Tahun 2014, dijelaskan bahwa Reviu adalah 

penelaahan ulang bukti‐bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan 

tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang 

telah ditetapkan.  

Dalam kamus hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia: “Reviu adalah 

prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, 

dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material 

yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”.  

Dengan demikian, reviu berbeda dari audit karena tidak mencakup pengujian 

mendalam atas bukti, melainkan lebih berfokus pada penelaahan dokumen, 

wawancara, serta analisis sederhana untuk memberikan rekomendasi perbaikan. 

 

2. Jenis - Jenis Reviu 

Berikut merupakan jenis - jenis reviu yang akan dijelaskan di dalam Buku Panduan 

Format Reviu ini, yaitu terdiri dari: 

a. Reviu Dokumen Perencanaan 

1) Reviu RPJMD  

2) Reviu Renstra  

3) Reviu RKPD  

4) Reviu Renja  

b. Reviu Dokumen Penganggaran 

1) Reviu KUA-PPAS 

2) Reviu RKA-SKPD  

3) Reviu DAK Fisik  

c. Reviu Laporan Keuangan 

1) Reviu LKPD 
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3. Format Reviu 

a. Program Kerja Reviu (PKR) 

Program Kerja Reviu merupakan serangkaian prosedur, dan teknik reviu 

yang disusun secara sistimatis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Tim Reviu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan pada saat meneliti dokumen rencana pembangunan dan anggaran 

tahunan. 

 

b. Kertas Kerja Reviu (KKR) 

Kertas Kerja Reviu merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Tim Reviu 

mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodelogi Reviu yang 

dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan 

simpulan Reviu yang diambil selama Reviu. 

 

c. Catatan Hasil Reviu (CHR) 

Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas 

simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak yang perlu segera 

dilakukan perbaikan. 

 

d. Laporan Hasil Reviu (LHR) 

Pelaporan Hasil Reviu pada dasarnya mengungkapkan tujuan dan ruang 

lingkup pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan atau 

kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang direkomendasikan, langkah 

perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum 

dilaksanakan. Maksud dan tujuan pelaporan hasil Reviu Adalah untuk 

mengkomunikasikan hasil Reviu kepada Perangkat Daerah dan Pejabat yang 

Berwenang untuk mempermudah pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu setelah 

dilakukannya reviu berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, Wakil 

Penanggung Jawab/Pengendali Mutu.  

 

C. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. 

(https://drive.google.com/file/d/1a4DUFnALpg7awPOsCVyRkQw-

cLSOzKh8/view?usp=sharing) 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah. 

(https://drive.google.com/file/d/1MASgZQciVW-

J5WL67NXnpgMt5lJR3k7j/view?usp=sharing) 

https://drive.google.com/file/d/1a4DUFnALpg7awPOsCVyRkQw-cLSOzKh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4DUFnALpg7awPOsCVyRkQw-cLSOzKh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MASgZQciVW-J5WL67NXnpgMt5lJR3k7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MASgZQciVW-J5WL67NXnpgMt5lJR3k7j/view?usp=sharing
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3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. 

(https://drive.google.com/file/d/1wCWvu1_iNspdfTWxjRDZVdby1EcKayLx/view?u

sp=sharing) 

4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER – 3 / PK / 2020 

tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran 

(Outut) Kegiatan Dana AlokasiKhusus fisik.  

(https://drive.google.com/file/d/1h6X2eMAm5xNPfVHYK-mlXG2PV-

icy7Vy/view?usp=sharing) 

 

D. JENIS - JENIS REVIU 

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

a. Definisi 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Kepala Daerah. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. 

 

c. Tujuan 

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD 

telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Sebagai Upaya 

membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.  

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Keterhubungan dan kesesuaian Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah 

Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD;  

2) Konsistensi Antar Bab dalam Dokumen RPJMD; 

3) Pengintegrasian hasil Musrenbang RPJMD daerah dalam dokumen RPJMD;  

4) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RTRW; 

5) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN;  

6) Keterhubungan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen 

RPJPD;  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wCWvu1_iNspdfTWxjRDZVdby1EcKayLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCWvu1_iNspdfTWxjRDZVdby1EcKayLx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6X2eMAm5xNPfVHYK-mlXG2PV-icy7Vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6X2eMAm5xNPfVHYK-mlXG2PV-icy7Vy/view?usp=sharing
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7) Pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen RPJMD; dan  

8) Keselarasan antara Dokumen RPJMD daerah Kabupaten Kota dengan 

Dokumen RPJMD daerah Provinsi untuk reviu atas RPJMD kabupaten/kota.  

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri atas: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek reviu  

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko  

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu  

iv. Penetapan tim reviu  

2) Pelaksanaan reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen RPJMD. Dilakukan sesuai 

dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja reviu dan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja 

Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu. 
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f. Format 

Program Kerja Reviu RPJMD 
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Kertas Kerja Reviu RPJMD 
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Catatan Hasil Reviu RPJMD 
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Laporan Hasil Reviu RPJMD 
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Ruang Lingkup Reviu 
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2. Rencana Strategis (Renstra) 

a. Definisi 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah. 

 

c. Tujuan 

Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir Renstra 

Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. 

Sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Renstra 

Perangkat Daerah yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

Kepala Daerah  

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan 

Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah; dan 

2) Konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah 

dengan Dokumen RPJMD  

 

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri atas: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek reviu  

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko  

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu  

iv. Penetapan tim reviu  

2) Pelaksanaan reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen Renstra. Dilakukan sesuai 

dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam program kerja reviu dan 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam Kertas Kerja 

Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu 
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f. Format 

Program Kerja Reviu Renstra 
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Kertas Kerja Reviu Renstra 
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Catatan Hasil Reviu Renstra 
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Contoh Formulir Catatan Hasil Reviu Dokumen Renstra Perangkat Daerah 
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 Laporan Hasil Reviu Renstra 
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3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

a. Definisi 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

anggaran. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan. 

 

c. Tujuan 

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya. 

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Kesesuaian informasi dalam RKPD dengan informasi dalam 

RPJMD; dan 

2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

dengan tata cara dan kaidah perencanaan Pembangunan. 

 

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri dari: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu; 

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko; 

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan 

iv. Penetapan tim reviu 

2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. 

Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program 

Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam 

Kertas Kerja Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu 
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f. Format 

Program Kerja Reviu RKPD 
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Kertas Kerja Reviu RKPD 

1. Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung RKPD 
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2. Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam 

RKPD dan RPJMD 
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3. Kertas Kerja Pengujian Atas Pembentukan Tim Penyusun RKPD 
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4. Kertas Kerja Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah 

 

 

 

 



 

  
 

45 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 

 

5.  Kertas Kerja Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah 
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6. Kertas Kerja Pokok Pokok Pikiran DPRD 
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7. Kertas Kerja Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu 

Indikatifnya 
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8. Kertas Kerja Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran 

dan Program dalam Rancangan Akhir RKPD dan RPJMD 
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Catatan Hasil Reviu RKPD 
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Laporan Hasil Reviu RKPD 
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4. Rencana Kerja (Renja) 

a. Definisi 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan. 

 

c. Tujuan 

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya 

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perangkat Daerah 

dengan informasi dalam RKPD; dan 

2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan 

 

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri dari: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu; 

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko; 

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan 

iv. Penetapan tim reviu 

2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. 

Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program 

Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam 

Kertas Kerja Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah memuat Catatan Hasil Reviu 
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f. Format 

 

Program Kerja Reviu Renja 
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Kertas Kerja Reviu Renja 

1. Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung 

Rencana Kerja 
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2. Kertas Kerja Kesesuaian Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja 

dengan Renstra 
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3. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan 

Akhir Rencana Kerja 

 



 

  
 

60 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

4. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan 

Akhir Rencana Kerja 
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5. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan 

Akhir Renja 
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6. Kertas Kerja Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan 

Akhir Rencana Kerja 
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Catatan Hasil Reviu Renja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

64 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

Laporan Hasil Reviu Renja 
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5. Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  

(KUA-PPAS) 

a. Definisi 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan 

 

c. Tujuan 

Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya. 

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Kesesuaian informasi dalam KUA, PPAS, dengan informasi dalam 

RKPD; dan 

2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah 

dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran. 

 

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri dari: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu; 

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko; 

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan 

iv. Penetapan tim reviu 
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2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. 

Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program 

Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam 

Kertas Kerja Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu 

 

f. Format 

Program Kerja Reviu KUA-PPAS 
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Kertas Kerja Reviu KUA-PPAS 

1. Kertas Kerja Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Pendukung KUA-PPAS: 
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2. Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah 

Dalam Rancangan KUA-PPAS Dengan RKPD dan RPJMD 
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3. Kertas Kerja Kesesuaian Antara Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas 

Dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Rancangan Akhir RKPD 
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4. Kertas Kerja Kesesuaian Proyeksi Fiskal Dalam Rancangan KUA-PPAS 

Dengan Rancangan Akhir RKPD 
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5. Kertas Kerja Kesesuian/Konsistensi Pencantuman Indikator Serta Target 

Kinerja, Sasaran Program Dan Kegiatan Dalam Rancangan KUA-PPAS 

dan Rancangan Akhir RKPD 
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6. Kertas Kerja Kesesuaian Pagu Dana Program Kegiatan Dalam Rancangan 

KUA-PPAS dan Rancangan Akhir RKPD 
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Catatan Hasil Reviu KUA-PPAS 
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Laporan Hasil Reviu KUA-PPAS 
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6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 

a. Definisi 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD Adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan 

sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah 

Tahunan. 

 

c. Tujuan 

Untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan lebih luas, 

yaitu untuk meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan 

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya 

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dengan informasi dalam 

KUA dan PPAS; dan 

2) Kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah 

dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran 

 

e. Tahapan 

1) Perencanaan Reviu, terdiri dari: 

i. Pengumpulan informasi umum obyek Reviu; 

ii. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis risiko; 

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu; dan 

iv. Penetapan tim reviu 

2) Pelaksanaan Reviu, meliputi kegiatan penelusuran informasi dan/atau angka, 

permintaan keterangan serta analisis dokumen perencanaan pembangunan. 

Dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program 

Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dituangkan dalam 

Kertas Kerja Reviu. 

3) Pelaporan, dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu yang ditanda tangani oleh 

inspektur daerah dan memuat Catatan Hasil Reviu 
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f. Format 

Program Kerja Reviu RKA-SKPD 
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Kertas Kerja Reviu RKA-SKPD 

1. Kertas Kerja  Reviu (KKR) RKA-SKPD Pengujian Atas Kelengkapan 

Dokumen Pendukung RKA-SKPD 
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2. Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam 

RKA-SKPD dengan KUA-PPAS dan RKPD 
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3. Kertas Kerja Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja 
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4. Kertas Kerja Kesesuaian Rumusan Rencana Program Prioritas dan Kegiatan 

serta Target Kinerja 
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5. Kertas Kerja Kesesuaian Pencamtuman Indikator dan Target Kinerja. 

 



 

  
 

101 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

6. Kertas Kerja Kelengkapan Dokumen Pendukung 
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7. Kertas Kerja Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga Dalam Dokumen 

RKA-SKPD. 
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Catatan Hasil Reviu RKA-SKPD 
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107 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

Laporan Hasil Reviu RKA-SKPD 
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7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 

a. Definisi 

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

 

b. Tujuan 

1) Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai 

ketetuan yang berlaku; 

2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan atas 

laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK 

Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

3) Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik. 

 

c. Yang Diperiksa 

1) Keandalan dan keabsahan realisasi penyerapan dana ditunjukkan dengan 

kesesuaian antara jumlah DAK Fisik yang telah ditransfer dari Rekening Kas 

Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), jumlah 

DAK Fisik yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, dan sisa dana di RKUD 

dengan data penyerapan dana yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN. 

2) Keadaan dan keabsahan realisasi capaian keluaran (output) kegiatan 

ditunjukkan dengan kesesuaian antara jenis dan jumlah capaian konstruksi, 

jumlah unit barang, dan/atau progress pekerjaan dengan data capaian keluaran 

(output) yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN. 

 

d. Tahapan 

1) Perencanaan, terdiri dari: 

i. Pembentukan tim; 

ii. Penyusunan jadwal; 

iii. Pengumpulan data dan informasi 

2) Pelaksanaan, terdiri dari: 

i. Penelaahan kesesuaian data; 

ii. Identifikasi permasalahan; 

iii. Permintaan klarifikasi kepada OPD pelaksana DAK Fisik; 

iv. Penyusunan rekapitulasi proses reviu; dan 

v. Perbaikan data dalam dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik oleh 

OPD pelaksana DAK Fisik 

 

 

 



 

  
 

113 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

3) Pelaporan, terdiri dari: 

i. Penyusunan draf Catatan Hasil Reviu (CHR); 

ii. Penyampaian draf Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada OPD pelaksana 

DAK Fisik; 

iii. Konfirmasi atas draf Catatan Hasil Reviu (CHR) oleh OPD pelaksana DAK 

Fisik; dan 

iv. Penyampaian hasil reviu Inspektorat Daerah kepada Kepala Daerah dengan 

tembusan kepada kepala OPD yang melaksanakan urusan pengelolaan 

keuangan daerah dan kepala OPD pelaksana DAK Fisik 

v. Penginputan hasil reviu ke dalam aplikasi OMSPAN, paling lambat sesuai 

batas waktu penyampaian syarat penyaluran sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 
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e. Format 

Program Kerja Reviu DAK Fisik 

 

 



 

  
 

115 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

116 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

117 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

118 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

119 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

120 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

121 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

122 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

 



 

  
 

123 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 
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Kertas Kerja Reviu DAK Fisik 
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Catatan Hasil Reviu DAK Fisik 
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Surat Penyampaian Hasil Reviu 
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8. Laporan Keuangan Perangkat daerah (LKPD) 

a. Definisi 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yangselanjutnya disingkat LKPD adalah 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

 

b. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. 

 

c. Tujuan 

Untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada 

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan 

keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang 

memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI adalah suatu 

proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan 

keuangan. 

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 

prinsipakuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

 

d. Hal-Hal yang Direviu 

1) Penilaian atas SPI, dilakukan dengan: 

i. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; 

ii. Melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di 

setiap prosedur yang ada; 

iii. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah 

kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam 

laporan keuangan; dan 

iv. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah 

kesimpulan tentang langkah pelaksanaan reviu. 
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2) Melakukan reviu, berupa: 

i. Penelusuran angka, yaitu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam 

laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk 

meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. 

ii. Permintaan keterangan, yaitu dilakukan jika dalam proses penelusuran 

angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfimasikan kepada PPKD atau 

perangkat daerah. 

iii. Prosedur analitis terhadap laporan keuangan, yaitu dirancang untuk 

mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak 

biasa serta tidak sesuai SAP. 

 

e. Tahapan 

1) Persiapan Reviu, terdiri dari: 

i. Pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 

ii. Penilaian atas SPI; dan 

iii. Penyusunan Program Kerja Reviu. 

2) Pelaksanaan Reviu, dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran 

penyusunan LKPD. Pelaksanaan Reviu dilakukan berdasarkan Program 

Kerja Reviu LKPD, lalu didokumentasikan dalam Kertas Kerja Reviu. 

Pelaksanaan Reviu terdiri dari: 

i. Penelurusan Angka; 

ii. Permintaan Keterangan; dan 

iii. Prosedur Analitis 

3) Pelaporan, hasil pelaksanaan reviu dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu 

dan memuat Catatan Hasil Reviu, lalu ditandatangani oleh Inspektur 

Daerah. 
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f. Format 

 

Penilaian Sistem Pengendalian Intern 
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139 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 
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Program Kerja Reviu LKPD 

PKR harus memuat antara lain: 

a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu laporan keuangan; 

b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam 

melaksanakan langkah kerja reviu. teknik reviu meliputi antara lain: 

wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu 

lainnya yang dianggap perlu; 

c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam 

melakukan teknik reviu. sumber data dapat berasal dari data yang 

disediakan oleh entitas pelaporan; 

d. Pelaksana, yang merupakan nama tim reviu yang akan melakukan 

langkah-langkah reviu; 

e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah reviu harus 

dilakukan. 

Program Kerja Reviu LKPD 
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Kertas Kerja Reviu LKPD 

Pelaksanaan reviu didokumentasikan dalam KKR untuk menjelaskan 

mengenai: 

1. Pihak yang melakukan reviu; 

2. Entitas yang direviu; 

3. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKPD (LRA, 

LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, CaLK) yang direviu; 

4. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk 

menilai asersi; dan 

5. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar 

pereviu. 

 

KKR memuat: 

1. Tujuan reviu; 

2. Daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan 

3. Langkah kerja prosedur penelusuran angka, analitis, permintaan 

keterangan. 

 

Mengingat adanya perbedaan keadaan pada setiap penugasan reviu atas 

laporan keuangan, maka tidak mungkin menentukan bentuk atau isi KKR 

yang perlu dibuat. Namun perlu diperhatikan bahwa KKR harus memuat 

masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitis 

serta masalah yang dianggap tidak biasa selama melaksanakan reviu termasuk 

penyelesaiannya. 

Kegiatan reviu dituangkan dalam KKR sebagai pertanggungjawaban 

bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dokumentasi 

pelaksanaan reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung oleh 

KKR yang baik, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kertas kerja disusun pada saat kegiatan reviu berlangsung. 

2. Kertas kerja disusun dengan lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengacu kepada tahapan reviu yang telah ditetapkan. 

b. Daftar isi KKR telah sesuai dengan fisik KKR-nya. 

c. Disusun secara terstruktur dengan memperhatikan kesesuaian antara 

informasi utama dan data pendukung. 



 

  
 

180 BUKU PANDUAN FORMAT REVIU 

d. Berisi permasalahan yang ditemukan, baik yang telah ditindaklanjuti, 

masih dalam proses tindak lanjut, atau tidak dapat segera 

ditindaklanjuti oleh unit akuntansi yang bersangkutan. 

e. Memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1) Relevan: Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan 

dengan tujuan reviu dan permasalahan yang dihadapi. 

2) Sesuai dengan PKR: Prosedur reviu dalam PKR yang tidak 

dilaksanakan atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai 

mengenai alasan pembatalan atau perubahannya. 

3) Lengkap dan Cermat: lnformasi dan data dalam KKR harus 

lengkap dan cermat agar mendukung simpulan, LHR, 

permasalahan dan rekomendasinya. 

4) Mudah Dipahami: KKR harus menggunakan bahasa yang 

sederhana, ringkas, dan alur pikir yang kronologis. Judul harus 

jelas untuk setiap permasalahan/topik. Simbol (tickmark) harus 

digunakan secara konsisten selama reviu serta diberi penjelasan 

yang memadai. 

5) Rapi: Berhubungan dengan tata ruang penulisan, 

pengorganisasian dan pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis 

pada satu muka, apabila diperlukan untuk menulis pada halaman  

sebaliknya, harus dibuat petunjuk yang jelas. KKR harus diberi 

daftar isi, penomoran dan pemberian indeks secara sistematis, 

serta pemberian referensi yang jelas untuk menghubungkan 

informasi/data antar berbagai lembar KKR. 

6) Efisien: Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan 

dimungkinkan menggunakan salinan (copy) dari catatan obyek 

yang direviu. APIP sebaiknya memberikan simbol (tickmark) untuk 

menandai reviu yang dilakukan. 
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Contoh penyusunan KKR sebagai berikut: 

Kertas Kerja Reviu LKPD 
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Catatan Hasil Reviu LKPD 
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Laporan Hasil Reviu LKPD 
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